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Pengantar

‘Menggoda’, mengikuti diskursus-
polemik “Tradisi Istinbath Hukum NU”
di Jurnal Tashwirul Afkar ini. Tiga tulisan
telah dimuat secara berurutan (edisi No.
4, 5, dan 6 Tahun 1999) mendiskusikan
topik tersebut. Tulisan pertama selaku
penggelinding bola polemik adalah KH
Husein Muhammad, berjudul ”Tradisi
Istinbath NU: Sebuah Kritik”. Tulisan
kedua menanggapi tulisan pertama adalah
Dr. Rifyal Ka’bah, MA, berjudul “Formu-
lasi Hukum di Kalangan NU”. Sedangkan
tulisan ketiga, Imam Yahya, berjudul “Figh
Sosial NU: Dari Tradisionalis Menuju
Kontekstualis”. Tulisan terakhir ini 7ggak
jelas menanggapi siapa, tetapi cukup baik
memberikan perspektif lain tentang
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substansi baptsul masa’il, yang ia sebut
“tengah menuju kontekstualis-kritis”.

Sebetulnya fokus masalah diskusi ini
tidak terlalu jelas, kecuali keluhan lama dan
gugatan-gugatan umum tentang (sebagian)
sikap keberagamaan Nahdlatul Ulama
(NU) dan tradisi pengambilan keputusan
hukumnya, yang secara tidak langsung
menyangkut juga paradigma berfikir orang
NU. Akan tetapi, ada dua hal, setidaknya,
yang membuat wacana ini menarik dan
penting dikembangkan terus.

Pertama, ada upaya serius dari polemik
ini untuk membaca ulang secara kritis dan
dekonstruktif terhadap semua tradisi dan
seluruh aparat pengetahuan kita yang
selama ini kita agungkan sebagai kekayaan
intelektual Islam (a/-turits al-iskimiy). Meski
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baru pada domain fikih, diskursus ini penting
digelar, sebab domain inilah yang mendo-
minasi dan melandasi hampir seluruh ruang
gerak NU, lebih-lebih jika menengok
sejarah awal kelahirannya. Berani mem-
bongkar dan berhasil menyelesaikan satu
kerja ini bisa dikatakan telah ikut #dandan:
(mereparasi) ‘lokomotif’ pemikiran NU,
yang berarti setengah “PR” NU terse-
lesaikan. Sebab, tradisi babtsul masai’il
sesungguhnya bukan sekadar praksis
pengambilan hukum semata, melainkan
menyangkut pola pikir dan paradigma
pemikiran (manhaj al-fikr) yang signifikan
bagi warga Nahdlatul Ulama.

Kedua, di balik pagelaran diskurus ini,
terutama untuk kalangan-dalam (zzner com-
munity) NU, terdapat ruang kesediaan untuk
menerima pembaharuan pemikiran dan
kritik atas bangunan pengetahuan dan
paradigma pemikirannya yang selama ini
tampak dimapankan. Tentu saja kesediaan
semacam ini bukan barang baru bagi NU,
tetapi desakan-desakan seperti polemik saat
ini harus terus-menerus dilakukan. Kege-
lisahan intelektual memang merupakan
kesadaran lama di kalangan warga NU,
tetapi hingga Muktamar NU ke-30 di
Kediri baru-baru saja tak kunjung mem-
peroleh penyelesaian tuntas dan me-
muaskan. Malah dalam beberapa hal
tampak mengalami ‘kemunduran’, ter-
utama menyangkut asas keorganisa-
siannya.' Karena itu, membuka ruang
diskursif lebar-lebar bagi penalaran kritis
merupakan satu cara terbaik bagi transfor-
masi pemikiran dalam NU.

Tulisan berikut selain ingin #run rembug,
meramaikan polemik, juga sekadar mem-
berikan bacaan lain perihal hukum Islam
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dan bahtsul masd‘i/ dalam jam iyyah NU yang
menjadi fokus diskusi kita kali ini.

Jatingan Tradisi Bahtsul Masa‘il

Studi tentang istinbdth al-ahkém di
lingkungan NU memang akan memusatkan
perhatian kita kepada tradisi intelektual
yang berkembang di dalam forum Babtsu/
Masi ‘il—selanjutnya disebut BM.? Hal ini
secara jelas dapat dilihat dari konsideran
Keputusan Munas Alim Ulama Lampung
1992:

Nabhdlatul Ulama sebagai organisasi Lslam
_yang besar di Indonesia mempunyai tanggung
Jjawab besar pula dalam mema-jukan kebidupan
beragama Islam di Indonesia. Sebagai organisast
Islam yang mempunyai tradisi keilmuan yang
akrab dengan “khazanah lama” (al-kutub al-
mu’tabarah), secara fungsional salab satu tugas
yang diptkulnya adalah memberikan petujuk
pelaksanaan ajaran Islam dalam segala aspek
kehidupan. Forum yang diselenggarakan untuk
membabas masalah-masalah dalam rangka tugas
itu adalah forum bahtsul masa’il.

Dalam melaksanakan tugas tersebut,
khazanah lama (al-kutub al-mu’tabarah)
tersebut selalu menjadi rujukan andalan. Segala
persoalan diusahakan agar dicarikan penyelesaian
melalui rujukan tersebut. Di samping adanya
bukti tentang keandalan al-kutub al-
mu’tabarah fersebut untuk menyelesaikan soal
kontemporer (kekinian, al-mustahdatsah) dan
masa‘il waqiiyyah, &ini setidaknya semakin
banyak ulama NU yang mengandaikan apabila
al-kutub al-mu’tabarah itu tidak memberikan
pemyelesaian yang tuntas dan langsung terhadap
persoalan-persoalan tersebut.

Telah menjadi kesadaran bersama babwa
membiarkan persoalan tanpa jawaban adalah
tidak bisa dibenarkan, baik secara 1’tiqadiy
maupun secara syar’ly. Oleb karena itu, segala
_yang menghambat proses pengambilan keputusan
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dalam bahtsul masa‘il seharusnya segera
ditanggulangi.’

Dengan konsideransi demikian, (seba-
gian) tradisi intelektual NU yang telah
berjalan semenjak NU berdiri dibakukan
lewat apa yang dikenal “Sistem Peng-
ambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul
Masail di Lingkungan NU”, produk
keemasan Munas Lampung. Sistem inilah
sesungguhnya fokus diskusi kita. Kang
Husein—panggilan akrab KH Husein
‘Muhammad—cukup mengagumkan mem-
berikan tinjauan kritis atas relevansi Sistem
ini dengan intelektualisme NU ke depan.
Sebagai orang-dalam NU dan pelaku babtsu/
masa '/, tulisan ini patut mendapat apresiasi
yang tinggi dalam tradisi-kritis intelek-
tualisme NU. Tak kurang dari dua intelek-
tual NU dan non-NU menanggapi tulisan
tersebut. Tinjauan kritis atas kritik itu tidak
saja penting, melainkan menjadi keharusan
dalam sebuah intellectual discourse untuk
keluar dari ideologisasi dan sakralisasi
pengetahuan. Memang adalah suatu
keharusan, NU mempunyai suatu rumusan
metodologi pengambilan hukum (7andhij
istinbath al-abkam Ii nahdlatil ulama). Tetapi,
keharusan ini bukan untuk diideologikan
dan disakralkan, menentang segala per-
ubahan, melainkan untuk mempertegas
keberadaan NU itu sendiri sebagai orga-
nisasi sosial-keagamaan (jam iyyah diniyyah
ytima’iyyah).

Secara formal-substansial, kita tahu
bahwa forum BM semacam itu telah
diselenggarakan sejak Muktamar I NU di
Surabaya, 13 Rabiul Tsani 1345 H/ 21
Oktober 1926. Ada 27 masi‘%/yang berhasil
disepakati sebagai i#/ifdq al-ahkam li nabdlati/
‘ulama saat itu.” Akan tetapi, sebagai sebuah
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tradisi, forum BM diduga kuat telah
berjalan mendahului NU. Jauh sebelum
NU berdiri, pesantren-pesantren beserta
kiai pengasuhnya selaku penopang ber-
dirinya NU, telah mempraktikkan model
musyawarah untuk memperoleh hukum
dari kitab-kitab kuning yang sehari-hari
dipelajarinya.

Signifikansi demikian tampak dari
kenyataan forum-forum BM yang hanya
efektif diikuti oleh kalangan pondok
pesantren an sich atau alumni dari institusi
pendidikan keagamaan tradisional ini.
Sebab, hampir seluruh perangkat meto-
dologi dan referensi-referensi (mardji’),
serta model halagah yang digunakan dalam
pembahasan BM paralel atau setingkat
dengan kesarjanaan akademik pondok
pesantren. Bahkan, dalam kualifikasi
tertentu kepiawaian dan kemahiran berlaga
dalam forum BM menjadi parameter
intelektualitas dan kedalaman ilmu keaga-
maan seseorang untuk bisa menduduki
jajaran kepengurusan Syuriyah di jan iyyah
NU, sesuatu yang biasanya dijabat oleh
kalangan pesantren..

Sementara dalam kehidupan NU, forum
BM boleh dikatakan merupakan inti dari
kegiatan-kegiatan NU oleh karena wujud
NU sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima iyyah
(organisasi sosial keagamaan). Karena itu,
ada atau tidak ada lembaga formal BM, di
daerah-daerah, baik yang diselenggarakan
oleh setiap Pengurus Wilayah NU yang
berjumlah 26, Pengurus Cabang NU yang
berjumlah lebih dari 300, Pengurus Majelis
Wakil Cabang tingkat Kecamatan, Pengu-
rus Ranting, maupun setiap Pondok
Pesantren-Pondok Pesantren di lingkungan
NU, tradisi kajian hukum semacam ini tetap
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berjalan. Forum BM diselenggarakan
secara periodik, dan biasanya terbatas
untuk wilayah kepengurusannya. Praktis,
BM di lingkungan NU bukan saja forum
penting bagi pencarian dan perumusan
hukum yang mawgsif dan waqi’iy di tengah-
tengah kehidupan masyarakat kontem-
porer, melainkan telah menjadi tradisi
keorganisasian biasa. Hebatnya, BM di NU
tidak bersifat hirarkis-struktural, termasuk
kekuatan pengikat hukum dari hasil
keputusan BM. Ini secara tegas dinyatakan
dalam Keputusan Munas Lampung:
“Selurub keputusan BM di lingkungan NU
_yang diambil dengan prosedur yang telah
disepakati dalam keputusan ini, baik
diselenggarakan dalam struktur organisasi
mawupun di luarnya mempunyat kedudukan yang
sederajat dan tidak saling mem-batalkan’.’

Dalam hitungan angka, secara formal
organisatoris di tingkat nasional—mulai
dari Muktamar I sampai dengan Muktamar
ke XXX di Lirboyo Kediri, Nopember
1999 baru saja—pertemuan BM telah 39
kali diselenggarakan: melalui 30 kali
Muktamar, 3 kali Konferensi Besar Syuriah,
5 kali Musyawarah Nasional Alim Ulama
dan 1 kali Rapat Dewan Partai (sewaktu
NU berstatus partai politik).® Forum BM
berskala nasional artinya pertemuan BM
diselenggarakan oleh PBNU dengan
melibatkan seluruh Pengurus Cabang dan
Wilayah NU beserta ulama-ulama terke-
muka se-Indonesia.

Mencermati kenyataan demikian,
kiranya penting menata terlebih dahulu cara
pandang kita terhadap forum BM. Hemat
saya, sekurang-kurangnya ada tiga pema-
haman yang bisa digunakan untuk men-
dekati BM di lingkungan NU. Pertama,
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pemahaman bahwa BM merupakan bagian
dari mata rantai tradisi intelektual NU.

Kedua, pemahaman BM sebagai satu bentuk
tradisi akademis pondok pesantren. Dan
ketiga, BM sebagai suatu institusi atau fo- '
rum pengambilan keputusan hukum Islam
secara kolektif dari jansiyyab NU.

Tiga pendekatan pemahaman ini
penting dikemukakan agar dapat melihat
BM secara utuh sesuai dengan konteks
sosial perkembangannya. Tentu saja secara
sendiri-sendiri, pendekatan ini mempunyai
penalaran dan penjelasannya. Tetapi, dalam
tubuh NU tampaknya memisahkan secara
ketat tiga pendekatan pemahaman ini akan
mengalami kesulitan, oleh karena ketiganya
telah berkelindan dan membentuk sema-
cam ‘jaringan tradisi’. Mata rantai tradisi
intelektual NU dalam perkembangannya
segaris lurus dengan tradisi akademis yang
berkembang di pondok pesantren-pondok
pesantren. Memisahkan dua hal ini sama
sulitnya dengan memisahkan NU dengan
keberadaan pondok pesantren. Demikian
juga dengan mengabaikan dua tradisi ini
dari fungsinya sebagai forum ilmiah
pembahasan masa ‘il diniyyab yjtima iyyab dani
perspektif fikih.

Akan tetapi untuk kepentingan analisis,
pemahaman demikian perlu dilakukan biar
tidak tumpang tindih dan diketahui secara
jelas jaringan tradisi dan genealogi basis
sosial pengetahuannya. Dari kaca mata ini,
saya melihat tiga polemicists, Husein
Muhammad, Rifyal Ka’bah, dan Imam
Yahya, membaca tradisi BM dalam pen-
dekatannya yang berbeda: Kang Husein
melihatnya sebagai satu bentuk tradisi
akademik pondok pesantren sehingga
selalu mengkaitkan BM dengan mitologi
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dan ‘keyakinan-keyakinan’ yang berkem-
bang dalam alam pikiran orang pesantren,
lengkap dengan kekecewaannya; sementara
Rifyal memandangnya sebagai suatu forum
pengambilan keputusan hukum Islam bagi
jam’iyyah NU an sich sehingga tampak selalu
menempatkan BM dari sisi formal decisions
yang diambil PBNU; sedangkan Imam
lebih mendudukkan BM sebagai bagian
dari tradisi intelektual NU secara umum,
karenanya ia lebih banyak mengupas aspek
perubahan dan semangat intelektualnya,
yang berujung pada soal “kategorisasi” atau
“label” akedemis.

Tentu saja secara ekstrim, masing-
masing bisa dipahami sekaligus bisa dikritik,
berdasarkan perspektif yang berbeda.
Kelemahannya secara konseptual, terma-
suk tulisan ini barangkali, tidak menawarkan
“sesuatu yang baru” untuk BM ke depan.
Walhasil, sebagaimana umumnya pemikiran
para intelektual kita, sejauh ini hanya
berhenti pada analisis dan kritik. Gem-
puran demi gempuran mereka memang
canggih dan rasional, tetapi sebatas itu:
tanpa memberikan tawaran konseptual dan
metodologis yang (sama sekali) baru.
Karena kaum intelektual kita, barangkali,
kurang memiliki akses yang cukup terhadap
substansi pemikiran Islam itu sendiri.
Kritikan mereka bertumpuk-tumpuk,
tetapi tidak pernah memasuki daerah
substansi yang sebenarnya.

Terlepas dari kategori perspektif ini,
memang secara metodologis diperlukan
satu perubahan dan pembaharuan, dan itu
harus segera kita cari. Di sini saya melihat
apa yang Kang Husein keluhkan tentang
forum BM, sesungguhnya juga persis
mengeluhkan ‘tragedi ilmiah’ tradisi
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akademis pondok pesantren kita. Yakni,
bahwa mereka seolah-olah “bingung
karena kehausan di tengah laut” atau malah
ibarat “ayam mati di lambung padi”. Dan
sini, saya kira tidak keliru karena Kang
Husein—seperti dikatakan di muka—
tengah memahami BM dalam posisinya
sebagai refleksi akademis kesarjanaan
pondok pesantren dalam pengambilan
keputusan hukum Islam.

Jika Kang Husein menggugat mengapa
metode BM di lingkungan NU sangat
berkecenderungan pada teks kitab-kuning
ortented, yakni condong mencari jawaban
hanya lewat %bdrat al-kutub al-mu'tabarabh
(%nda al-nabdliyyin) tanpa ada upaya untuk
menganalisis masalahnya secara lebih luas
dan mendalam dengan melibatkan faktor-
faktor sosial yang melingkupinya, maka
tentu penjelasannya adalah karena tradisi
akademik pondok pesantren kita hingga
sekarang masih kuat mengajarkan hal itu.

Al-Maliim bi al-dlarériy, tanpa mengu-
rangi keunggulannya yang lain, bahwa
hampir sebagian besar materi pengajaran
di pondok pesantren selain ilmu alat (rabw,
sharaf, baldghah, badi’) adalah figh-figh
madzhab syafi’iyyah. Sekadar menyebut
contoh beberapa di antaranya adalah Tagrib
karangan Abu Syuja’ al-Isfahaniy (w. 593
H/1197 M), Bughyatul Mustarsyidin karya
Sayyid Abd Rahman Ba’lawi, ['dnatut
Thilibin karangan al-Dimyathi (w. 1893 M),
Fath al-Qarib karya Ibn al-Qasim (w. 918
H/1512 M), Fath al-Muin karya Zaynuddin
al-Malibari (w. 975 H/1567 M), Ignd ‘karya
Khathib Syarbiniy (w. 977 H/1569 M),
Kifayatul Akhbyar karangan Taqiyuddin al-
Dimasyqi (w. 829 H/1426 M), a/-Mu-
hadzdzab karya al-Syairaziy (w. 467 H/1083
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M) dan sejenisnya. Selebihnya, pesantren-
pesantren tertentu yang mengajarkan kitab-
kitab wshil al-figh dan gawa'id fighiyyah secara
intens—untuk tidak mengatakan sedikit.
Kalaupun kitab wshi/ al-figh diajarkan di
pesantren-pesantren, maka materi kitab itu
masih dalam koridor madzhab syafi'iyyah
juga. Contohnya yang umum diajarkan
adalah Latha ful Isyarab dan Jam 'ul al-Jawim:’
karya al-Subkiy (w. 769 H), a/-Waraqat fiy
Ushél al-Figh karya al-Juwaini (w. 478 H/
1085 M), al-Luma’ fiy Ushil al-Figh karya
al-Syairaziy (w. 467 H/1083 M), dan lain-
lain. Demikian juga dalam pengajaran kitab
qawd’id fighiyyah, biasanya yang umum
diajarkan adalah a/-Agybih wa al-Nadha'ir
karangan al-Suyuthiy (w. 911 H/1505 M),
dan sejenisnya.

_ Sementara kitab-kitab lain yang ber-
madzhab Hanafiy, Malikiy, maupun Han-
baliy, jarang diajarkan kepada santrinya,
seperti al-Muwifaqgat fiy Ushél al-Syari'ah
karya al-Syathibiy al-Malikiy (w. 790 H),
Rawdlatun Nadhir wa Jannatul Munadhir
karangan Ibn Qudamah al-Hanbaiy (w. 620
H), Kitib al-Mu tamad fiy Ushél al-Figh karya
al-Bashriy al-Mu’taziliy (w. 436 H/1044 M),
Kanzul Wushil 1la Ma'rifat al-Ushal karya al-
Bazdawiy al-Hanafiy (w. 482 H), a/-lhkim
fiy Ushél al-Abkim karya Ibn Hazm al-
Dhahiriy, dan sejenisnya. Apalagi kitab-
kitab bermadzhab al-Dhahiriyyah dan
Syi’ah; kalaupun ada yang mengajarkan,
kira-kira bisa dihitung jari. Literatur-
literatur (sydfi 7yyab) itulah yang menguasai
alam pikiran orang-orang pesantren. Oleh
karena itu, wajar jika dalam pelaksanaan
BM, kitab-kitab itulah yang dominan
dipakai sebagai rujukan utama. Itu tidak lain
karena (di dalam) forum-forum BM bukan
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sekadar karena didominasi oleh —melain-
kan memang milik— orang-orang pesan-
tren. Jadi, memang pada dasarnya refleksi
dari pengetahuannya.

Dalam hirarki kitab-kitab itu, otientasi
tokoh memang lebih dominan ketimbang
orientasi pemikiran dan produk. penge-
tahuannya. Oleh karena itu, jika dalam
keputusan Munas Lampung memposisikan
pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi’ty
di atas pendapat yang didukung oleh
mayoritas ulama kiranya bisa dipahami.
Akan tetapi anehnya, dalam kenyataan
pembahasan BM—seperti juga diakui
Kang Husein—pemikiran-pemikiran
Imam Nawawi atau Imam Roft’iy, lebih-
lebih Imam Madzhab, hampir tak terlihat
dominan. Kitab-kitab mereka jarang
menjadi rujukan keputusan hukum.
Pemilihan pendapat (gaw//wajh) untuk
menjawab masalah dilakukan secara acak,
seketemunya. Seleksi atas kitab yang
i tabar dan ghairu mu tabar pun sangat tidak
jelas. Mardji’ yang muncul adalah kitab-kitab
yang biasa dibaca di pesantren secara turun
temurun.

Itulah bagian tradisi pesantren, di mana
pengetahuan seseorang diukur oleh jumlah
buku-buku yang telah pernah dipelajatinya
dan kepada ulama mana ia telah berguru.
Jumlah buku-buku standar dalam tulisan
Arab yang dikarang oleh ulama terkenal
yang harus dibaca telah ditentukan oleh
lembaga-lembaga pesantren.’

Segala kitab yang merupakan penopang
utama tradisi keilmuan pesantren tersebut
ditulis sekitar pada abad ke-10 sampai
dengan abad ke-15 M, suatu kurun
kebrilyanan intelektual fikih. Meski
beberapa karya penting ditulis sebelum
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periode tersebut, dan beberapa karya baru
dengan corak yang sama terus ditulis, tetapi
sejak akhir abad ke-15, pemikiran Islam
boleh dikatakan sudah tidak mengalami
kemajuan yang berarti.® Artinya, kalangan
pesantren—dalam satu hal—sebetulnya
sudah tepat memilih sejumlah materi
pengajaran yang diambilkan dani a/-furits—
meminjam istilah Hasan Hanafi untuk
mengartikan warisan intelektual—pada
masa keemasannya. Tetapi lagi-lagi per-
soalannya adalah metodologi bacaan kita
yang sering mendudukkan a/-##rits sebagai
benda, atau hasil pemikiran yang final, a/-
ready for use, tanpa mempedulikan raison
d’etre dan konstruksi sosial-budaya-politik
di mana produk pemikiran itu terbentuk.’
Akibatnya, seperti dibilang Hanafi, “kita
dalam realitas kontemporer ini kembali dari
kemajuan ke belakang, mewarisi tradisi
debat daripada pembuktian, praduga
daripada keyakinan, serta a priori daripada
a posteriori”"" Para pendukung BM dalam
hal ini harus diakui masih cukup kuat,
sehingga memahami dan ‘menghukumi’ /-
qadldya al-mu dshirab (realitas kontemporer)
cukup dengan suatu ‘7bdrat dari beberapa
atau salah satu kitab kuning yang dianggap
mu'tabar itu. Di sini, saya sepakat bahwa
pendekatan sejarah sosial hukum Islam
menjadi penting diterapkan pada penalaran
BM.

Barangkali terlalu simplistis, mengem-
balikan persoalan hanya pada tradisi
akademik pesantren, karena /0b yang
terlibat dalam pembahasan BM dalam
kenyataannya terdapat orang-luar alumni
pesantren di Indonesia, meski bisa dihitung
jari. Keterlibatan kalangan luar pesantren
atau kalangan pesantren yang bersekolah
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di luar membuat warna dinamis pemba-
hasan BM. Pengembangan literatur
keagamaan dan perluasan metode pengam-
bilan keputusan hukum dalam BM dilaku-
kan secara gradual.

Dengan demikian, benar kata Imam
Yahya bahwa kekurangan BM melibatkan
konteks sosial-historis dan metodologi
ushil al-figh—seperti juga dikeluhkan Kang
Husein—bukan karena semata-mata
kapabilitas individu peserta BM, melainkan
lebih pada pengaruh sistem pendidikan di
lingkungan NU, pondok pesantren-
pondok pesantren, yang masih figh onented
dengan varian syafi fyyab centris," . Sebab jika
kapabilitas individu peserta BM, sebetulnya
tak diragukan lagi bahwa dewasa ini NU
memiliki banyak tokoh yang kritis, prog-
resif, dan radikal dalam berfikir.'* Mereka
ini umumnya berada di luar lingkungan
pondok pesantren, jika tidak di lingkungan °
kampus perguruan tinggi dan di lembaga-
lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi,
karena hampir seluruh pondok pesantren
masih menggunakan wacana fikih sya-
Ji'iyyah" sebagai mainstream pengajaran
pokoknya (restriction of traditionalisi), di mana
posisi pesantren di NU ibarat fondasi
dalam sebuah bangunan, sehingga aksela-
rasi perubahan pun harus bertahap dengan
kesabaran yang tinggi.

Oleh karenanya, di antara problem yang
kita hadapi adalah bagaimana mensiner-
gikan tradisi dominan akademik pesantren
yang cenderung figh oriented dan personal
centris dengan tradisi akademik di luarnya,
misalnya tradisi ilmiah di perguruan tinggi
yang relatif liberal dalam pencarian
kebenaran. Dari segi basis orang, NU
sebetulnya mempunyai dua-duanya; hanya
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saja kalangan akademisi selama ini memang
harus diakui tidak pernah mendapatkan
tempat yang laik di jajaran kepengurusan
NU, hingga Muktamar yang terakhir. Selain
itu, keterlibatan kaum muda yang dewasa
ini mempunyai legitimasinya sendiri dalam
perkembangan intelektual penting diberi
tempat dalam proses BM, sehingga tidak
melulu kaum tua.

Selanjutnya, sebagai bagian dari mata
rantai tradisi intelektual NU, BM tidak
sentral dan bukan pokok. BM hanya
sebagian kecil dari gerbong gerakan
intelektual dan pemikiran keislaman dalam
NU. Banyak kelompok-kelompok lain
dalam NU yang serius melakukan kajian,
penelitian, dan pengembangan pemikiran
keagamaan.'* BM tampaknya lebih meng-
konsentrasikan pada kajian dan penelitian
hukum Islam, baik yang wdgs #yyah maupun
mawd/i’jyyab. Dari sisi pengembangan
pemikiran atau production of knowledge, BM
malah sulit ditempatkan. Kecenderunganya
yang bersifat reaktif dan konservatif,
terdapat kendala yang berarti bagi BM
untuk menjadi lokomotif pembaharuan
pemikiran di NU.

Pengetahuan kita mengenai asal usul
BM sangat sedikit. Kita bahkan tidak
mengetahui secara pasti kapan tradisi itu
muncul untuk pertama kalinya. Bagaimana
gambaran intellectual geneology BM tidak
terlacak secara baik. Kecuali bila kita
mengkaitkannya dengan tradisi intelektual
pesantren yang lebih memfokuskan
orientasi keilmuannya pada Haramayn, dan
Mekah sebagai pusatnya.'* Mencermati
kitab-kitab rujukan (references, mardji’) yang
digunakan, teknis pengkajian, dan tokoh-
tokoh awal yang terlibat, kiranya tidak

Edisi Na 7 Tabun 2000

Marzuki Wabid

terlalu meleset jika BM memang menjadi
bagian dari tradisi akademik pesantren.

Keputusan Lampung:

Beberapa Catatan

Saya kira melihat BM tidak bisa digebyab
wyah (pukul rata) dari periode ke periode.
Paralel dengan perkembangan sosial, BM
pun mengalami perkembangan yang sangat
berarti bagi pendewasaan kelembagaan dan
perangkat metodologis yang menyertainya,
meski selalu tertinggal jauh. Garis demar-
kasi petkembangan ini adalah pra dan pasca
Munas Alim Ulama Lampung 1992.
Keputusan Munas Lampung 1992 meru-
pakan perkembangan baru bagi pem-
baharuan sistem pengambilan keputusan
hukum di NU. Meski lebih pada rekon-
septualisasi praktik-praktik BM sebe-
lumnya, tetapi dengan diperkenalkannya
bermadzhab secara manbaji, penggunaan
ilhaq al-masa‘il bi nadbd'iriha, dan istinbath
jamd’iy dalam pengambilan keputusan
hukum diakui sebagai langkah maju,
beranjak selangkah dari sebelumnya. Tetapi
umumnya sebuah gerakan pembaharuan
pemikiran, tak ada satu pun yang sekaligus
sempurna, termasuk keputusan Munas
Lampung itu.

Catatan-catatan kritis dari Husein,
Rifyal, dan Imam tentang Sistem Pengam-
bilan Keputusan Hukum (SPKH) Lam-
pung dalam konteks ini sungguh sangat
berarti. Tetapi, tanpa berpretensi tidak
menyetujui catatan mereka, saya juga ingin
memberikan catatan atas catatan mereka.
Pertama, adalah benar pendapat Rifyal
bahwa langkah baru (yang cukup progresif)
di NU dalam memutuskan hukum sudah

dimulai.'® Terutama dalam menjawab
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masa’il mawdldtyyah, seperti masalah bank,
asuransi (Munas Lampung), kepentingan
umum, lingkungan hidup, kehidupan
kebangsaan-kenegaraan (Muktamar Cipa-
sung), demokrasi, HAM, gender, reksadana
(Munas Lombok), status uang negara, gen-
der dan Islam, dan lain-lain (Muktamar
Kediri), istinbath jamd’iy telah dilakukan.
Dalam pembahasan ini, BM mengeluarkan
sejumlah gawd’id ushiliyyah dan qawa’id
Jfighiyyah dalam menafsirkan sejumlah nushis
al-Qur’an dan al-Sunnah, sesuai dengan
SPKH Lampung. Bahkan berbagai mardi’
yang ghairu mu'tabar dan mu’dshirah pun
digunakan, seperti a/-Figh al-Islamiy wa
Adillatubu karya Wahbah al-Zubhaili, Figh al-
Zakat dan Figh al-Shiyim karya Yusuf
Qardlawi, Yas aldnaka fiy al-Din wa al-Hayat
karangan asy-Syarbasiy, Fatawa Syar’iyyah
Husain Muhammad Mahluf, a/-Mwubhalli
karya Ibn Hazm, a/-Thkam fiy Ushil al-
Abkam karangan al-Amidiy, Madkbal al-
Figh al-’Am karya Mushthafa Ahmad
Zarqa, dan sebagainya.

Lebih dari itu, kerangka analisis masalah
pun digunakan. Sering dilupakan bahwa
dalam SPKH Lampung ada satu diktum
yang maju dan cukup bagus untuk pertim-
bangan sebuah hukum, yang sering kita
sebut “analisis sosial”. Dinyatakan:

Terutama dalam memecabkan masalab
sosial, Babtsul Masa'‘il hendaknya mem-
pergunakan kerangka pembabasan masalab
(yang sekaligus tercermin dalam hasil keputusan),
antara lain sebagai bertkut:

1. Analisis masalah (sebab mengapa terjad:
kasus ditinjau dari berbagai faktor), yaitu (a)
Jfaktor ekonomi, (b) faktor budaya, (c) faktor

~ politik, (d) faktor sosial lainnya.

2. Analisis Dampak (dampak positif dan
negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang
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hendak dicari hukumnya ditinjau dari berbagai
aspek), antara lain: (a) secara sosial ekonon,
(b) secara sostal budaya, (c) secara sosial politik,
(d) dan lain-lain.

3. Analisis Hukum (fatwa tentang suatu
kasus setelah mempertimbangkan latar belakang
dan dampaknya di segala bidang. Di samping
putusan fight/ yuridis formal, keputusan ini juga
memperhatikan pertim-bangan Islam dan hukum
positif). (a) Status bukum (al-ahkam al-
khamsah/sah batal), (b) Dasar dari ajaran
Abussunnah wal Jama'ah, (c) bukum posistsf.

4. Analisis Tindakan, Peran, dan Penga-
wasan (apa yang harus dilakukan sebagat
konsekuensi dari fatwa di atas. Kemudian siapa
saja yang akan melakukan, bagaimana, kapan,
dan di mana hal itu hendak dilakukan, serta
bagaimana meka-nisme pemantauan agar semua
berjalan sesuai dengan rencana). (a) Jalur politik
(berusaha pada jalur kewenangan negara dengan
sasaran mempengaruhi kebijak-sanaan peme-
nintah), (b) Jalur budaya (berusaha membang-
kitkan pengertian dan kesadaran masyarakat
melalui berbagai media massa dan forum seperti
pengajian, dan lain-lain), (c) Jalur ekonomi
(mening-katkan kesejabteraan masyarakat), (d)
Jalur sosial lainnya (upaya meningkatkan
kesehatan masyarakat, lingkungan, dan

sebagainya).

Singkatnya, saya ingin mengatakan
bahwa ‘gugatan-gugatan’ Kang Husein '
telah dijawab oleh dinamika perkembangan
BM itu sendiri, khususnya dalam masa 7/
mawdlii'tyyah. Tanpa dilakukan perubahan
diktum Munas Lampung, kenyataan telah
menunjukkan perubahan sendiri. Tanpa
ada perubahan teks, realitas tetap berubah.
Itulah uniknya NU: antara teks organisasi
dengan realitas tidak selalu singkron, dan
itu berjalan biasa-biasa saja.

Hal itu yang menjadi catatan saya kedua.
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Yakni, bahwa dalam tubuh NU terdapat
problem manajerial keorganisasian (jam-
iyyah) yang serius. NU sebenarnya lebih
tepat disebut jamd'ah (paguyuban) ketim-
bang jam’iyyah (patembayan).'” Roda
keorganisasian NU gembos sehingga
berjalan lamban, akibatnya tidak setiap
aspirasi dan perkembangan warganya
senantiasa diakomodasi menjadi kepen-
tingan organisasi. Karena itu, mencermati
NU dari sisi keputusan-keputusan formal
organisasinya a» sich adalah sesuatu yang
kurang tepat. Kaitannya dengan BM, saya
ingin mengingatkan bahwa diktum Sistem
Pengambilan Keputusan Hukum Munas
Lampung sudah tidak relevan lagi dengan
kenyataan perkembangan NU dewasa ini.
Melihat istinbath hukum NU hanya merujuk
kepada keputusan Munas Lampung sudah
bisa dipastikan meleset. Sebab, NU dengan
BM-nya dewasa ini telah melampui (beyond)
keputusan Munas Lampung.

Penutup

Ada beberapa hal yang menjadi catatan
saya untuk BM ke depan. Pertama, selama
ini, Forum BM lebih banyak melihat
keabsahan sebuah hukum dari sudut
normatifnya, melalui penelitian ‘zbdrat al-
kutub al-mu'tabarah, tanpa perlu meneliti
lebih jauh kebenaran suatu hukum dari
sudut empiris dan magdshidnya. Ke depan,
dalam melakukan gitzhdd atau istinbath jama’iy,
Forum BM perlu mempertimbangkan sisi
istinbath al-abkdm dan tathbiq al-abkim
(antara jtihdd istinbathiy dan gjtihad tathbigry).

Kedua, BM menetapkan bahwa jika
kitab-kitab figh tidak lagi menyediakan
jawaban terhadap masa‘l fighiyyah mus-
tahdatsah, maka perlu dilakukan Zstinbath
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secara jamd’iy oleh para ahlinya dengan
menggunakan gawd id ushiliyyah dan gawa id
fighiyyah sebagai pintu masuknya. Per-
soalannya, gawad’id yang mana yang mau
diterapkan? Bukankah masing-masing
imam madzhab memiliki gawa idnya sendiri.
Terlebih lagi bahwa gawa 'id fightyyah adalah
kaidah aghlabiyyab-aktsariyyah; karena itu,
sesungguhnya tidak bisa dijadikan sebagai
sandaran dalam menetapkan sebuah
hukum. Qdwa’id fighiyyah itu, sebenarnya
sekunder bukan primer. Ia dibangun dari
sebuah tradisi. Di sini, perlu #fag untuk
memilih gawa’id mana.

Ketiga, konsep #lhiq al-masa‘l bi nadha ‘irihd
yang ditawarkan oleh BM kiranya perlu
pemikiran ulang yang mendalam. Sebab,
dalam konsep g yang dijadikan mu/hag
bih adalah agwil al-"ulama’, sementara agwal
al-'ulama kita tahu pasti terkait dengan
konstruk sosial budaya masyarakat di mana
ia dirumuskan. Karenanya, ia rentan
terhadap perubahan. Bagaimana mungkin
menganalogikan sesuatu yang baru kepada
sesuatu yang rentan terhadap perubahan
(mutaghayyir), sementara kita hendak
mendapatkan kepastian hukum. Bagai-
mana, sesuatu yang gampang berubah
dapat dijadikan sebagai cantolan hukum.
Karena itu, dari sisi metodologis, konsep
ilhaq itu rapuh.

Karena itu, yang perlu dikembangkan
ke depan bukan lagi #/bdg, tapi justru giyds.
QOyis tidak hanya menjadi monopoli ulama
terdahulu, melainkan juga dapat dilakukan
secara jama iy oleh ulama sekarang, Dengan
melakukan gzyds secara jamd’iy oleh para
ahlinya ini, NU melalui BM dapat terhindar
dari pemutusan hukum secara seram-
pangan. Dan, ketakutan berlebihan yang
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melanda sejumlah ulama NU untuk
melakukan gzyds, dengan cara jamad’iy dapat
ditanggulangi. Biasanya, ketakutan dan
pesimisme itu terjadi jika seseorang dalam
keadaan sendiri (fardiy). Qiyds jama’iy
ditujukan dalam menentukan %/af hukum
pada masa sekarang, terutama dalam
bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, dan
budaya, yang tidak ditetapkan oleh #ash
secara langsung. T/at suatu hukum yang
dihasilkan dari z#/hdd para ulama mujtahidin
bisa mengalami perubahan.

Keempat, selama ini BM belum mela-
kukan kritik terhadap 74 %ir, bahkan justru
seolah-olah mendogmakan. Dimaklumi,
ta’bir mempunyai keterbatasannya, loka-
litasnya, dan subyektifitasnya sendiri.
Sementara persoalan-persoalan yang
menunggu terapi dari fikih Islam terus
melaju, tanpa henti (a/-nushis tatanahi wa
al-wagai’ ghayr mutandhiyyah). Karena itu,
kritik terhadap ta’bir perlu dilakukan
sebelum dijadikan sandaran untuk memu-
tuskan hukum.

Demikianlah, kebesaran jiwa jan iyyah
NU memang di antaranya adalah peng-
akuannya secara terang-terangan dan
penghargaannya yang tinggi terhadap para
ulama dan produk intelektual klasik yang
umumnya terkodifikasi ke dalam kitab
kuning (a/-kutub al-gadimah). Para kiai
hanyalah pembaca tradisi. Tetapi, tidak
berarti dengan mensakralkannya?«

** Saya berhutang budi kepada Abd Mogsith
Ghazali yang mengiringi sebagai sparing partner
dalam diskusi penulisan paper ini.

1 Nahdlatul Ulama yang dulu, melalui Muktamar
ke-27 1984 di Situbondo, mempelopori asas
tunggal Pancasila. Yang oleh banyak kalangan
diakui NU mampu memimpin umat dalam

I AfKar

menyelesaikan masalah krusial hubungan Islam dan
Pancasila dalam konteks negara modern, nation-state.
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3 Keputusan Munas Alim Ulama Tahun 1992
NU Nomor: 01/Munas/1992 tentang Sistem
Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul
Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama. Acara
Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU ini
diselenggarakan di Bandarlampung, 16-20 Rajab
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4 Lihat K.H.A. Aziz Masyhuri, Masalah
Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama
Nabhdlatul Ulama Kesatu-1926 s/d Keduapuluh
Sembilan-1994, (Surabaya: kerjasama PP. RMI—
Dinamika Press, 1997), him. 1-19.
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NU Nomor: 01/Munas/1992 tentang Sistem
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LP3ES, 1994), him. 22.
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Kitab Kuning berikut genealogi keilmuannya
hingga ke Indonesia, bisa baca Martin van
Bruinessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat:
Tradisi-tradisi Islam di Indonesia, terutama “Pesantren
dan Kitab Kuning: Kesinambungan dan
Perkembangan Tradisi Keilmuan Islam di Indone-
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sia”, cet. III, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 17-40.

9 Untuk membongkar bacaan kitab kuning
sesuai dengan konstruk sosial-budaya-politik lebih
jauh, sebagai pengantar awal bisa dibaca tulisan
Affandi Mochtar, “Tradisi Kitab Kuning: Sebuah
Observast Umum”; Chozin Nasuha, “Epistemologi
Kitab Kuning”; Husein Muhammad,
“Kontekstualisasi Kitab Kuning: Tradisi Kajtan dan
Metode Pengajaran”; Ulil Abshar-Abdalla,
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Tradisi Intelektual Pesantren”, dalam Marzuki
Wahid, Suwendi, Saefuddin Zuhri (Editor),
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13 Kuatnya wacana fikih Syafi’iyyah, tidak
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Surabaya, LAKPESDAM-NU Jakarta, P3M
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matang penguasaan keilmuannya dan tinggi
kealimannya. Sebut saja misalnya Syech Cholil
Bangkalan, Kiai Mahfudz Termas, Kiai Hasyim
Asy’ari Tebuireng, Kiai Wahab Chasbullah, Kiai
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